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ABSTRAK

Harta wakaf merupakan amal jariyah yang amalnya terus mengalir selama
harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan. Namun seringkali kehilangan fungsinya
baik karena termakan usia, ataupun adanya pproyek pembangunan. Alih fungsi
yang sering terjadi pada harta benda yang telah diwakafkan ini, melaihrkan
sebuah aturan baru dalam Undang-undang Wakaf, yakni pasal yang khusus
mengatur tentang perubahan status harta wakaf di Indonesia. Materi undang
undang ini sangat fleksibel, sebab tidak lagi berkutat pada persoalan benda dalam
harta. wakaf itu,tetapi lebih melihat fungsi dan manfaat yang terdapat dalam harta
benda wakaf tersebut. Dalam mazhab figh, pemikiran yang juga terlihat sangat
moderat dan fleksibal dalam penanganan kasus perubahan status harta wakaf ini
salah satunya adalah pemikiran Ibn Qudamah. Meski termasuk pemikiran mazhab
hanbali, tetapi pendapat Ibn Qudamah mengenai perubahan status harta wakaf
sangant banyak memberi pengaruh pada materi-materi Undang-undang Wakaf di
Indonesia, utamanya tentang perubahan status harta wakaf ini.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi Undang-undang
Wakaf No. 41 pasal 41 Tahun 2004 tentang perubahan status harta wakaf di
Indonesia selain itu, juga bermaksud untuk melihat tingkat relevansinya dengan
pendapat Ibn Qudamah yang dikenal sebagai ulama moderat dalam mazhab
hanbali yang ini sesungguhnya befmaksud untuk memberikan pemahaman tentang
pengaruh pendapat Ibn Qudamah dalam perubahan status harta wakaf yang
tertuang dalam Undang-undang Wakaf No. 41 pasal 41 Tahun 2004.

Dalam mengkaji masalah ini metode penelitian ini menggunakan liberary
research yakni penelitian yang diadasarkan pada studi kepustakaan. Sumebr
primer yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah Undang-undang
Wakaf di Indonesia khususnya pasal yang mengatur tentang perubahan status
harta wakaf. Karena merupakan studi perbandiangan maka sumber primer dalam
penelitian ini juga diambil dari kitab-Kitab Ibn Qudamah. Sedagnkan sumber
sekunder diambil dari literatur literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah
perubahan harta wakaf.

Hasil penelititan ini memberikan pemahaman bahwa, pemikiran Ibn
Qudamah dengan Undang-undang Wakaf No. 41 tahun 2004 di Indonesia,
khususnya Pasal yang mempeunyai relevansi pada tataran konsep dan aplikasi.
Pada tataran konsep yaitu mengatur tentang syarat-syarat perubahan harta wakaf,
untuk kemaslahatan umum dan kedudukan hukum. harta wakaf yang sudah
mengalami perubahan. Pada tataran aplikasi yaitu tata cara.penggantian harta
wakaf, pemanfaatan harta wakaf.

Sebagai kesimpulan bahwa pendapat Ibn Qudamah dan Undang-udang
Wakaf' No. 41 pasal 41 tahun 2004 tentang perubahan harta wakaf, keduanya
menjaga keberlangsungan manfaat harta wakaf dengan jalan merubah harta Wakaf
dan disarkan oleh pertimbangan kondisi harta wakaf serta pertimbangan
kebutuhan masyarakat dan didasarkan pula atas pertimbangan kemaslahatan
umum,.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu tuntutan ajaran Islam yang menyangkut
kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima’iyah (ibadah sosial),’
karena wakaf adalah bentuk ibadah sosial yang dapat diambil manfaatnya bagi
kepentingan orang lain atau manusia pada umumnya, maka benda wakaf harus
bersifat kekal zatnya, seperti tanah, bangunan dan lain sebagainya. Prinsip
keabadian yang ada pada wakaf itu sehingga banyak ulama yang memandang
bahwa wakaf adalah perbuatan sadaqah jariyah yang pahalanya terus mengalir
meski waqif telah meninggal, selagi harta itu masih bermanfaat.”> Dalam hadis

Nabi disebutkan:

4 pizy e o Bl B @6 ) ahes we il 0Ll L

e fle Ay

Dalam persoalan perubahan harta wakaf, para ulama Mazhab berbeda
pendapat dalam menghadapi persoalan ini. Imam as-Syafi’i tidak

memperbolehkan perbuatan tersebut baik benda bergerak maupun benda tetap.

! Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan, (Yogyakarta: Pilar Indonesia
2004), him.1.

2 Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia Sejarah  Pemikiran Hukum dan
Pembangunannya, (Bandung: Yayasan Priara 1995), him. 9.

3 Muslim Ibn al-Hujjaj, Al-Jami’ as-Sahih, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), V: 73 “Bab Ma Yulhaqu
al-Insan min as-Sawab Ba’da wa Fatihi.



Sedangkan Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan baik benda bergerak maupun
benda tetap kecuali masjid.

Seorang ulama pengikut Ahmad ibn Hanbal yaitu Ibn Qudamah,
membolehkan untuk merubah wakaf baik benda bergerak maupun benda tetap,
baik berupa masjid maupun non masjid. Kebolehan merubah harta wakaf menurut
Ibn Qudamah, tidak membatasi jenis wakafnya baik masjid maupun non masjid,
wakaf bergerak dan tidak bergerak dan barang pengganti wakaf tersebut
berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.*

Ibn Qudamah mengatakan bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak
sehingga tidak dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual
saja, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan
mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu
berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.’

Perwakafan di Indonesia, telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam
sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah
menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar
rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya

dibangun di atas tanah wakaf® Namun pengaturan tentang sumber hukum

4 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab, terj. Mazkur AB dkk., (Jakarta:
Lentera Basritama, 2001), hlm. 56.

> Muhammad Tbn Qudamah, 4/i-Mughni, ( lihat juga Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan
Praktik Perwakafan di Indonesia, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 36.

¢ Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, cet. Ke-1 (Jakarta Timur: Khalifah, 2005),
hlm. XV.



perwakafan di Indonesia, tata cara, prosedur dan praktik perwakafan bisa dibilang

baru.”

Dalam Undang-undang Wakaf di Indonesia pada dasarnya harta yang
telah diwakafkan dilarang untuk diwariskan, dihibahkan, disita, dijadikan
jaminan, dijual, kecuali ditukar. Namun dalam pengecualian ini diatur dalam pasal
41 yaitu:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan
apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk
kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR)
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
tidak Dbertentangan dengan syari’ah. (2) Pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh izin tertulis dari Menteri atas Persetujuan badan Wakaf
Indonesia. (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena
ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib ditukar
dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya
sama dengan harta benda wakaf semula. (4) Ketentuan mengenai
perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat
Isampai ayat 3 UU No. 41 Tahun 2004 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.®

Di Indonesia berbagai pembenahan hukum dilakukan oleh pemerintah,
namun benturan yang terjadipun tidak dapat dihindarkan, hukum Islam sebagai

hukum yang telah menyatu dengan adat istiadat masyarakat, menjadi hidup (status

7 Abdul Ghofur Anshori, Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media,
2006), him. V

® Tim Redaksi FOKUSMEDIA, Himpunan Peraturan PerUndang-undangan tentang
Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2005), him. 104.



quo)9 dilingkungan masyarakat agraris (masyarakat yang berpusat pada kiyai atau
tokoh masyarakat yang didasarkan kharismatik dan ikatan emosional).'

Akibatnya perundang-undangan yang telah dilegislasi oleh pemerintah
sering menimbulkan “kekosongan hukum”, konstitusi yang sifatnya mengikat
tetapi tidak dapat menyentuh masyarakat agraris.'! Sebagai contoh dapat kita lihat
penelitian yang dilakukan oleh kalangan sarjana seperti nikah sirri, sengketa
waris, perwakafan tanah. Ketika terjadi benturan dalam masyarkat maka mereka
cenderung merujuk pada tokoh-tokoh masyarakat, ketika menyelesaikan persoalan
rujukannya adalah hukum Islam (figh klasik). Terjadinya pengabaian Undang-
undang bukan karena ketidaktahuan mereka pada Undang-undang yang telah
dibuat, tetapi dilandaskan oleh perasaan normatif yang telah mengakar dalam
pikiran mereka, bahwa figh adalah aturan yang harus dijalankan karena terkait
dengan aturan agama sedangkan Undang-undang atau aturan yang telah dilegislasi
bukan berdasarkan pada agama oleh karena itu tidak harus diikuti.'?

Hukum wakaf yang sebelumnya hidup ditengah masyarakat dalam bentuk
figh karena berbagai pembenahan Hukum yang dilakukan oleh pemerintah,

mengalami proses legislasi kemudian menjadi Undang-undang Wakaf No. 41

® Soejono Soekanto, Pengantar Hukum di Indonesia, cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali, 1980),
him., 23.

' Emile Durkheim, Hukum Islam di Negara Timur, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), him.
32.

"' M. Syamsudin dkk., Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, cet. Ke-1 (Yogyakarta: PT
Fakultas Hukum UII, 1998), him. 123.

12 Lili Rasydi, Filsafat Hukum dan Mazhab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.
23.



tahun 2004 seperti yang dikemukakan di atas bahwa hukum yang ada dalam
masyarakat setelah mengambil bentuknya sebagai produk undang-undang
cenderung diabaikan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan
penelitian ini, sejauhmana tingkat relevansi pendapat Ibn Qudamah dengan
Undang-undang Wakaf di Indonesia, dengan berbagai perbedaan yang menyertai
kedua bentuk hukum tersebut, Figh sebagai bentuk tradisi hukum Islam yang
ditulis dalam berbagai Kitab Mazhab hukum dalam Islam, sedangkan Undang-
undang merupakan corak continental. Anggapan bahwa, masyarakat (normatif)
mempunyai hubungan yang relasional (relasi teks dan konteks) dengan Undang-
undang, supaya terlihat jelas bahwa antara Undang-undang Wakaf dan Figh
(aturan yang hidup dalam masyarakat) mempunyai keterkaitan atau bahkan
diadopsi (dengan memakai model fakhayyur dan talfig)' oleh pemerintah demi
ketertiban Hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis (melakukan pra
research) melihat bahwa Undang-undang Wakaf No. 41 tahun 2004 terlihat
adanya keterkaitan dengan pendapat Ibn Qudamah, hal tersebut penulis batasi
dalam syarat-syarat yang ada pada Undang-undang Wakaf padal 41 tahun 2004
bahwa di dalam:pasal tersebut tidak ditentukan wujud benda wakaf yang harus
diganti tetapi berlandaskan maslahat.

Dari uraian ini, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih jauh
keterkaitan Undang-undang Wakaf No. 41 pasal 41 tahun 2004 dengan pendapat
Ibn Qudamah, sebagai ulama figh abad pertengahan yang mempunyai pengaruh

besar dan menjadi rujukan bagi ulama kontemporer.

> MB. Hooker, Islam Mazhab Indonesia cet. Ke-2 (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 57.



B. Pokok Masalah
Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok masalah
yang penulis ingin kaji lebih lanjut yaitu:
1. Bagaimana pendapat Ibn Qudamah tentang perubahan status harta wakaf?
2. Bagaimana persyaratan dan perubahan status harta wakaf dalam Undang-
undang Wakaf di Indonesia?
3. Bagaimana relevansi pendapat Ibn Qudamah tentang perubahan status harta

wakaf dalam Undang-undang Wakaf di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini berusaha mencari keterkaitan antara pendapat Ibnu Qudamah
dengan UU No. 41 Tahun 2004, dengan melihat metode serta konsep yang dipakai
oleh Ibn Qudamah khususnya yang berkaitan dengan perubahan status harta
wakaf di Indonesia.

Hal lain yang tidak kala pentingnya adalah bahwa dalam penelitian ini
peneliti akan berusaha untuk mencari titik temu pergulatan perundang-undangan
yang terkait dengan harta wakaf dengan melakukan riset serta mengindetifikasi
antara konsep dan metode yang dipakai oleh Tbn Qudamah dengan keberanjakan
pasal 41 UU No.41 tahun 2004.

Adapun kegunaan penelitian setidaknya memberikan kontribusi referensial
bagi masyarakat Indonesia secara umum dan pada masyarakat Islam Indonesia
khusunya dalam rangka membangun orientasi perundang-undangan yang lebih

berpihak pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan ummat. Di samping itu juga,



penelitian ini dengan penuh harap mampu menambah pengayaan literatur-literatur
Islami dan sebagai literatur jurisprudensi Islam dalam menyemarakkan khazanah

keilmuan Islam.

D. Telaah Pustaka
Dalam masalah perubahan status harta wakaf sudah sering dibahas dalam
kitab-kitab figh, buku-buku tentang perwakafan, Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Ensiklopedi Hukum Islam dan karya-karya ilmiah lainnya.

Dalam buku Perwakafan Tanah dalam Teori dan Praktik karya Adijani al-
Alabij dibahas juga masalah perubahan status harta wakaf. Pembahasan
perubahan status wakaf juga dibicarakan dalam Figh Lima Mazhab karya Jawad
Mugniyah, yang diterjemahkan oleh Maskur A.B dkk. Buku di atas hanya
membahas harta wakaf dari segi normatif Islam dengan memasukkan beberapa

pendapat para ulama figh.

Kemudian dalam kitab A4/-Kafi karya Abi Muhammad Muaffaquddin
Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisi, seorang ulama bermazhab Hambali juga
membahas perubahan status harta wakaf, kemudian dalam FEnsiklopedi Hukum
Islam yang disusun oleh tim penulis IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah,
meskipun hanya menguraikan sepenggalan paragraf. Dalam eﬁsiklopedi yang lain
yaitu Ensiklopedi Hukum Islam jilid 6 menampilkan pendapdt dan alasan Imam-
imam Mazhab. Begitupula dalam kitab Al-Inshaf jilid 7 karya Alauddin Abi

Hasan.



Skripsi yang penulis anggap berkaitan dengan masalah ini adalah,
Relevansi Pendapat Ibn Taimiyyah tentang Perubahan dan Penjualan Harta
Benda Wakaf dengan Pasal 225 KHI Dalam skripsi ini, Ibn Taimiyyah
berpendapat bahwa kebolehan merubah dan mengganti benda wakaf dikhususkan
pada bendanya saja seperti wakaf masjid diganti atau ditukar dengan masjid, dan
tidak pada tujuannya seperti wakaf tanah untuk dijadikan masjid lalu ditukar

untuk dijadikan madrasah, sehingga tujuan semula berubah peruntukannya.

Menurut Ibn Qudamah, mengatakan bahwa apabila harta wakaf
mengalami rusak sehingga tidak dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuannya,
hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang
akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli

itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula:**

Untuk kepentingan penelitian, penulis memakai rujukan pada kitab Ibn
Qudamah seorang murid Ahmad Ibn Hanbal, yaitu al-Mughni dan dalam kitab
tersebut pendapat Ibn Qudamah diterangkan secara detail tentang perubahan status
harta wakaf dan Kitab: UU No. 41 Tahun 2004 untuk melengkapi pengakajian
secara yuridis.

Dari beberapa kajian yang berkaitan dengan wakaf seperti yang telah
penyusun sebutkan di atas semuanya hanya memberi deskripsi secara umum tanpa
melihat adanya keterkaitan pendapat Ibn Qudamah dengan Undang-undang

Wakaf.

' Ibn Qudamah, Al-Mughni fi al-Figh al-Islam.(Riyadh: al-Maktabah al-Hadis), hlm. 632.
Lihat juga Abdul Ghofur, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia (Y ogyakarta: Pilar Media
2006), hlm. 36.



E. Kerangka Teoretik

Dalam hal menggali dan menarik kesimpulan hukum syariat serta dalam
menetapkan fatwa-fatwanya Ibn Qudamah menyandarkan pendapatnya pada nash-
nash al-Qur’an, Sunnah Rasul, pernyataan sahabat Nabi serta hadis-hadis mereka
berulah menempuh giyas, seperti yang telah dilakukan oleh Ahmad Ibn Hanbal.

Menurut Ibn Qudamah giyas akan ditempuh dalam menetapkan hukum
kecuali tidak menemukan lagi ketetapan hukum dalam al-Qur’an, Sunnah, atau
pernyataan kaum salaf. Bagi Ibn Qudamah, kaum salaf ialah para sahabat Nabi
dan tabi’in. Bila menemukan pernyataan-pernyataan sahabat Nabi dan tab’in yang
berbeda, Ibn Qudamah melihat apa yang dipandangnya paling dekat dengan nash-
nash al-Qur’an dan Sunnah, atau yang sesuai dengan para sahabat Nabi. Ibn
Qudamah lebih mengutamakan hadis dha 'if dari pada giyas, selagi ia memandang
hadis itu benar dan ia yakin bahwa hadis itu tidak maudhu. "

Dalam kaitannya dengan hukum perubahan status harta wakaf, sebuah

hadis yang dijadikan landasan hukum wakaf berbunyi sebagai berikut:

o olinny s g aede’ 1 Lo G 36 Lo ) ol Gl ) jes 0
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> HM. al-Hamid al-Husaini, Riyawat Sembilan Imam Figh, (Jakarta: Pustaka Hidayah,
1999), him. 489.
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Dilihat dari penjelasan hadis di atas menunjukkan adanya larangan
mengadakan perubahan pada harta benda wakaf, akan tetapi, harta wakaf yang
sudah tidak berfungsi, tidak bisa diambil manfaatnya sehingga tidak lagi
memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf untuk tujuan tertentu kecuali dengan
mengadakan perubahan, berdasarkan prinsip maslahah maka tidak ada halangan
atau larangan untuk merubah keadaannya.

Di beberapa negara didunia ini, telah melakukan pembenahan dalam
perundang-undangan yang ada kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, tidak
terkecuali di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, salah
satunya Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-
undang No. 41 tahun 2004 yang berkaitan dengan wakaf.

Menurut analisis penulis bahwa, pemerintah telah berusaha menjaga hak-
hak keperdataan bagi warga negaranya, hal ini sesuai dengan semangat Undang-
undang 1945 yang bertujuan mengatur hak dan kewajiban bagi warga negara. Hal
tersebut apabila ditelusuri lebih jauh dalam sejarah Islam baliwa ulama-ulama

klasik dalam melakukan istinbat hukum selalu melihat muatan-muatan mashlahah

'6 Muhammad ibn al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Beirut Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H), IIL:
185., “Kitab asy-Syuriit fi al-Wakaf.” Hadis riyawat Bukhari dari Qutaibah ibn Sa’ad dari
Muhammad ibn Abdullah al-Anshari dari ibn ‘Aun dari Nafi’ dari ibn ‘Umar Hadis ini sanadnya
muttasil.




11

dalam mengistinbatkan hukum, beberapa kaedah telah ditetapkan oleh para
fugaha dalam menetapkan suatu hukum.

Menurut asy-Syatibi, salah satu cara dalam memahami maqasid asy-
syari’ah adalam penelusuran ‘illah al-amr (pemerintah) dan an-nahy (larangan).
Bagi asy-Syatibi, ‘illah sangat mengandung arti yang sangat luas yakni
kemaslahatan-kemaslahatan dan hikmah-hikmah yang berkaitan dengan al-
awamir, al-ibahah, dan kemafsadatan yang berkaitan dengan an-nawahi. Dalam
arti, ‘illah suatu hukum itu termasuk kemaslahatan dan kemafsadatan itu sendiri
berpegang pada pemahaman magqasid asy-syari’ah inilah, benda wakaf yang pada
asalnya tidak dapat dilakukan perubahan, namun dalam rangka memelihara
kelestarian wakaf yang menyusut akibat perubahan zaman dan peralihan tempat,
maka boleh dilakukan perubahan status harta benda wakaf, terlebih lagi bila hal
itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kemaslahatan. Hal ini sejalan

dengan kaidah fighiyyah berikut:
7 3 Jlamliall a oSH

500V g o S i Sy
Oleh sebab itu perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat

dapat mempengaruhi perubahan hukum sebagaimana kaidah fighiyyah berikut:

7 Asymuni Abdul Rahman, Qaidah-qaidah Figh, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),
hlm. 71.

18 Ali Ahmad an-Nadwi, al-Qawa’id al-Fighiyyah Mafhuhuma Nasy'atuha, Tatawwuruha,
Dirasah Mu’allafatiha, Muhimmuha, Tatbiquha, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 123.
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Disamping itu perlu diperhatikan juga bahwa ada atau tidak adanya

hukum sangat tergantung pada ‘illamya, sebagaimana kaidah berikut:

ZOLAJJ«) \JYJA.:'J.GCAJ}J:; Vg‘

Disinilah tampak penting maqasid asy-syari’ah dalam menghadapi
persoalan yang tidak ada dasar hukumnya ataupun ada dasar hukum akan tetapi

tidak dapat menampung persoalan yang timbul dalam suatu masyarakat tertentu.

F. Metode Peneclitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penyusun adalah:
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research), yaitu data
berasal dari literatur-literatur yang terkait dengan topik penelitian, kemudian
dianalisis muatan isinya. Dalam ‘hal ‘ini penyusun berupaya mengumpulkan data
mengenai perubahan status harta benda wakaf menurut Ibn Qudamah. Oleh karena
itu, sumber data yang digunakan, pada dasarnya adalah pendapat-pendapat Ibn
Qudamah terutama yang berkaitan dengan pembahasan diatas. Disar'nping itu,

karena penelitian ini juga membahas relevansi pendapat Ibn Qudamah dengan

' Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi’ln ‘an+abb al-’Alamin, (Beirut: Darl al-
Jail, tt), II1: 3.

20 Ali Ahmad an-Nadwi, al-Qawa’id al-Fighiyyah Mafhuhuma Nasy’atuha, Tatawwuruha,
Dirasah Mu’allafatiha, Muhimmuha, Tatbiquha, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), him. 227.
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Undang-undang Wakaf No. 41 pasal 41 tahun 2004, maka penyusun
menggunakan pula sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sumber primer di
atas, dan ditempatkan sebagai sumber sekunder.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analitik, yaitu dengan cara pengumpulan data
tentang perubahan status harta wakaf menurut Ibn Qudamah, kemudian data
tersebut digambarkan apa adanya, disusun dan dianalisis isinya, lalu dicari
relevansinya dengan pasal 41 Undang-undang Wakaf.
3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, membicarakan pendapat Ibn Qudamah, pendekatan
penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis. Sekalipun demikian, karena
masalah pokok yang ingin dipecahkan adalah masalah pendapat Ibn Qudamah
tentang perubahan status harta wakaf, maka pendekatan historis semata-mata tidak
akan memadai untuk dipakai sebagai upaya pendekatan penelitian. Untuk itu,
penyusun juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu obyek kajian akan dilihat
dari perspektif nash (al-Qur’an dan al-Hadis), figh dan ushul figh. Kemudian
penulis juga menggunakan pendekatan  ‘yuridis untuk menganalisis dan
mengorelasikan pendapat Ibn Qudamah dengan Undang-undang Wakaf.
4. Analisis Data

Dalam analisa data, penulis memakai analisa kualitatif deigan model
teksonik, yaitu analisa data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang
mendalam tentang struktur internal dari fokus studi dengan jélan meiacak secara

mendalam dari domain-domainnya.
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E. Sitematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, satu bab pendahuluan, tiga bab
pembahasan dan satu bab penutup. Bab satu pendahuluan yang dirinci dengan
latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian dan sitematika pembahasan.

Bab dua Biografi Ibn Qudamah dan Metode Istidlal Tbnu Qudamah. Pada
bab tiga perubahan harta wakaf menurut Ibnu Qudamah, Perubahan Harta Wakaf
Menurut Undang-undang Wakaf No. 41 Pasal 41. Tahun 2004.

Bab empat, analisis relevansi pendapat Ibn Qudamah tentang perubahan
status harta wakaf dengan Undang-undang Wakaf, pada tataran konsep dan pada
aplikasinya. Pada bab lima, penutup dan saran-saran dilengkapi dengan daftar

pustaka dan lampiran-lampiran.






BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pendapat Ibn Qudamah tentang perubahan status harta wakaf adalah, harta
wakaf yang sudah tidak berfungsi atau berkurang fungsinya, baik berupa
masjid maupun non masjid apabila dalam keadaan rusak boleh dirubah,
perubahan harta wakaf tersebut boleh dalam bentuknya seperti semula
ataupun dalam bentuk yang lain untuk mendapatkan maslahat yang lebih baik
bagi kepentingan manusia umumnya dan harta wakaf yang sudah dirubah
bentuknya berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.

Syarat-syarat perubahan status harta wakaf dalam Undang-undang Wakaf di

Indonesia yaitu:

a. Harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan umum dan tidak
bertentangan dengan syari’ah.

b. Pelaksanaan perubahan status harta wakaf hanya dapat dilakukan setelah
memeroleh “izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf
Indonesia.

c. Harta wakaf yang sudah diubah statusnya, wajib ditukar dengan harta benda
dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta wakaf seperti

semula.

60
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Syarat-syarat tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan

pemerintah.

Prosedur perubahan status harta wakaf dalam Undang-undang Wakaf di

Indonesia adalah:

a. Nadzir mengajukan permohonan perubahan status dan penggunaan harta

[¢]

.

wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama melaui Kepala
KUA dan Kepala Kandepag secara hirarkis. Pemohonan tersebut dilampiri
dengan alasan-alasan perubahan status harta wakaf dimaksud.

Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan tersebut
secara hirarkis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.

Dengan segala pertimbangan-pertimbangannya.

. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama menyetujui atau menolak

permohonan tersebut dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
secara tertulis.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama meneruskan permohonan
perubahan status harta wakaf di atas kepada Menteri Agama Dirjen
Bimasa Islam. Permohonan tersebut dilampiri dengan pertimbangan
Kepala Kantor Wialayah Departemen Agama.

Dirjen Bimasa Islam menyetujui atau menolak permohonan perubahan

status harta wakaf tersebut secara tertulis.
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f. Persetujuan perubahan status harta wakaf itu hanya dapat diizinkan apabila
diberikan penggantian sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan
kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.

3. Relevansi pendapat Ibn Qudamah dengan Undang-undang Wakaf No. 41 pasal

41 Tahun 2004 tentang perubahan status harta wakaf yang pertama adalah:

a. danya persamaan antara pendapat Ibn Qudamah dengan Undang-undang
wakaf, disebabkan oleh pijakan keduanya lebih menekankan pada aspek
manfaat yang ditimbulkan dari harta wakaf.

b. Terletak Pada segi obyek benda wakaf yang tidak sesuai lagi dengan tujuan
wakaf, sehingga harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan
mengadakan perubahan pada harta wakaf.

c. Terletak pada alasan-alasan diperbolehkannya merubah dan mengganti
harta wakaf yaitu karena maslahat yang dalam Undang-undang
dirumuskan dengan kepentingan umum.

d. Terletak pada tata cara perubahan dan penggantian harta wakaf.

e. Terketak pada kemampuan adaptik dan aplikasinya pada problem-problem
sosial kemasyarakatan yang ada di Indonesia.

B. Saran-saran
Dari uaraian di atas, sechubungan dengan perubahan status harta wakaf serta untuk

menjaga aksistensi perwakafan, maka saran-saran penulis bahwa:
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Untuk para nadzir hendaklah melakukan amanatnya dengan baik dan
bertanggung jawab secara penuh terhadap segala hal yang berhubungan
dengan harta wakaf termasuk dalam menjaga dan mengelola manfaat wakaf
agar harta wakaf tetap kekal dan tidak rusak, dan hendaklah tidak melakukan
perubahan harta wakaf kecuali perubahan itu dapat mendatangkan manfaat
dank arena kepentingan umum.

Untuk pemerintah hendaklah tidak melepaskan tanah-tanah wakaf untuk
proyek pembangunan, kecuali kalau memang Tidak ada tanah lain yang cocok
dan proyek tersebut benar-benar untuk kepentingan umum agar tidak
merugikan wagif serta harus mengusahan penggantinya dengan tanah yang
sama atau yang lebih baik sesuai dengan kesepakatan.

Untuk instansi yang terkait dengan perwakafan agar lebih baik dalam meneliti

alasan-alasan yang diajukan oleh nazir dalam perubahan harta wakaf.
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